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ABSTRAK 

 

 
Semenjak diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah (Permen PUPR 
11/PRT/M/2019) terjadi konflik aturan hukum antara Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) dengan Pasal 12 ayat (1) Permen PUPR 
11/PRT/M/2019, yang mana dalam Pasal 43 ayat (1) UU Rumah Susun pada pokoknya mengatur 
bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dapat dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta di 
bawah tangan, sedangkan dalam Pasal 12 ayat (1) Permen PUPR 11/PRT/M/2019 menyebutkan 
PPJB dibuat di hadapan Notaris (dalam bentuk akta otentik). Selain itu, pada Pasal 1 angka 2 
Permen PUPR 11/PRT/M/2019 memberikan pengertian yang sama terhadap dua konsep yang 
berbeda yaitu mengenai Perjanjian Pendahuluan Jual Beli dan PPJB. Untuk dapat membuat PPJB, 
notaris harus memastikan syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (2) UU Rumah Susun 
Juncto Pasal 10 Permen PUPR 11/PRT/M/2019. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk menganalisis karakteristik PPJB satuan rumah susun dengan sistem Pre Project Selling 
setelah berlakunya Permen PUPR 11/PRT/M/2019 dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap 
PPJB yang tidak disesuaikan dengan Permen PUPR 11/PRT/M/2019. Penelitian ini adalah 
penelitian hukum yang memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi 
masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian 
memberikan pemecahan atas masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PPJB 
tergolong sebagai perikatan bersyarat dan perjanjian tidak bernama. Karakteristiik PPJB setelah 
berlakunya Permen PUPR 11/PRT/M/2019 yakni PPJB satuan rumah susun dapat dibuat dalam 
bentuk akta notaris atau akta di bawah tangan, memenuhi materi muatan PPJB satuan rumah 
susun, dan peningkatan fungsi notaris dalam pembuatan PPJB satuan rumah susun. Bagi notaris 
yang tidak memestikan terlebih dahulu syarat dalam Pasal 43 ayat (2) UU Rumah Susun Juncto 
Pasal 10 Permen PUPR 11/PRT/M/2019 dan tetap membuat PPJB satuan rumah susun sekalipun 
syarat tersebut belum terpenuhi sehingga menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka kepadanya 
dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 BW. 

 
Kata kunci : PPJB,  Akta Otentik, Akta Di Bawah Tangan, Tanggunggugat Notaris. 
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ABSTRACT 

  

 
Since the enactment of the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing No. 
11/PRT/M/2019 concerning the Preliminary House Sale and Purchase Agreement System 
(hereinafter referred to as “Ministerial Regulation of PUPR No. 11/PRT/M/2019”), there is a 
conflict of legal rules between Article 43 paragraph (1) of Law No. 20 of 2011 concerning Flats 
(hereinafter referred to as “Flats Law”) and Article 12 paragraph (1) of Ministerial Regulation of 
PUPR No. 11/PRT/M/2019, which as stipulated in Article 43 paragraph (1) of the Flats Law 
regulates that Sale and Purchase Engagement Agreement (hereinafter referred to as “PPJB) can 
be made in the form of authentic deed or private deed, whereas in Article 12 paragraph (1) of 
Ministerial Regulation of PUPR No. 11/PRT/M/2019 states that PPJB is made before a Notary (in 
the form of an authentic deed). In addition, Article 1 number 2 of Ministerial Regulation of PUPR 
No. 11/PRT/M/2019 provides an equal understanding of two different concepts, particularly the 
Sale and Purchase Preliminary Agreement and PPJB. To be able to make PPJB, the notary must 
ensure the conditions stipulated in Article 43 paragraph (2) of the Flats Law Juncto Article 10 of 
Ministerial Regulation of PUPR No. 11/PRT/M/2019. The purpose of this research is to analyse 
the characteristics of flats PPJB along with the Pre Project Selling system after the enactment of 
Ministerial Regulation of PUPR No. 11/PRT/M/2019 and to analyse the legal consequences of 
PPJB that are not conformed to Ministerial Regulation of PUPR No. 11/PRT/M/2019. This 
research is legal research that solves the legal issues encountered by identifying legal problems, 
conducting legal reasoning, analysing the problems occurred and then providing solutions to the 
legal problems. The problem approaches used in this study are the statutory approach and the 
conceptual approach. In this study it has been determined that PPJB is classified as a conditional 
engagement and innominate agreement. Characteristics of PPJB after the enactment of 
Ministerial Regulation of PUPR No. 11/PRT/M/2019 are that PPJB flat units can be made in the 
form of a notarial deed or private deed, fulfilling the material for PPJB flat units, and increasing 
the notary function in drafting PPJB flat units. For the notary who does not conform the 
requirements stated in Article 43 Paragraph (2) of the Flats Law Juncto Article 10 of Ministerial 
Regulation of PUPR No. 11/PRT/M/2019 and continues to result PPJB of condominium units even 
though these conditions have not been met so as to cause harm to their clients, then the notary 
could be claimed for compensation under Article 1365 BW. 
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